
 

BUPATI WAJO 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 61 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                          

Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti             

Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  6856); 

SALINAN 



4.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                    

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4                  

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wajo  Tahun 2023  Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH       TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam peraturan bupati ini yang di maksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wajo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah.  

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar 

Rp1.475.086.998.629,00 (satu triliun empat ratus tujuh 

puluh lima miliar delapan puluh enam juta sembilan 

ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh 

sembilan rupiah) bertambah sebesar 

Rp144.775.277.016,00 (seratus empat puluh empat miliar 

tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh 

tujuh ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi 

Rp1.619.862.275.645,00 (satu triliun enam ratus 

sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta 

dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh 

lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 



a. Pendapatan Daerah 

1. Semula Rp1.468.273.921.764,00 

2. Bertambah Rp31.292.758.462,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan                       

Rp 1.499.566.680.226,00 

b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp1.439.039.074.101,00 

2. Bertambah Rp144.775.277.016,00  

Jumlah belanja daerah setelah perubahan                           

Rp1.583.814.351.117,00 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp6.813.076.865,00 

2) Bertambah Rp113.482.518.554,00  

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan Rp120.295.595.419,00 

2. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula  Rp36.047.924.528,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan Rp 36.047.924.528,00  

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan             

Rp 84.247.670.891,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

Perubahan Rp0,00 

 Pasal 3 

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran perubahan APBD 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima dan Besaran Hibah; 



d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima dan Besaran Bantuan 

sosial; 

e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
 

f. Lampiran VI Rincian dana bagi hasil-sumber daya 

alam pertambangan Minyak bumi dan 

pertambangan Gas Alam/Tambahan 

dana bagi hasil Minyak dan Gas bumi 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan 

Infrastruktur menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Sinkronisasi kebijakan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota pada 

Daerah Perbatasan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang 

ditetapkan dalan peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 



Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. 

 

Ditetapkan di Sengkang 

pada tanggal 11 Oktober 2023 

Plh. BUPATI WAJO, 

     Ttd 

AMRAN MAHMUD 

 

Diundangkan di Sengkang 

pada tanggal  11 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

       Ttd 

ARMAYANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 61 57  

 


